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1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4421); 

5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5857) 

BUPATI WONOSOBO, 
a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang 

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional Pemerintah 
Daerah wajib menyusun rencana kerja pemerintah 
daerah yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan 
daerah untuk periode 1 (satu) tahun; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Kabupaten Wonosobo Tahun 2015; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2016 

PERATURAN BUPATI WONOSOBO 
NOMOR gl TAHUN 2015 

TENT ANG 

BUPATI WONOSOBO 
PROVINSI JAWA TENGAH 

Mengingat 

Menimbang 

-· 
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sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
beberapa dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2007 
tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler 
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4574); 

10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2010-2014; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten 
Wonosobo Tahun 2007 Nomor 2); 

17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kabupaten Wonosobo 2005 -2025 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 3 Seri E 
Nomor 1); 

18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 ten tang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
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(2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) digunakan sebagai acuan dan dasar penyusunan APBD Tahun 
2016. 

(3) Uraian dan rincian Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum pada Lampiran dan 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

( 1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 disusun dengan 
sistematika, sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014 

DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN 

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA 
KERANGKAPENDANAAN 

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 
TAHUN 2016 

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS 
DAERAH TAHUN 2016 

BAB VI PENUTUP 

BAB II 
SISTEMATIKA 

Pasal 2 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wonosobo. 
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo. 
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut 

APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik 
Indonesia. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut 
APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. 

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 
disebut RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 
untuk periode 5 (lima) tahun. 

8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan 
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA 
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 
2016. 

Menetapkan 

Kabupaten Wonosobo 2010 -2015 (Lembaran Daerah 
Nomor 1 Kabupaten Wonosobo Tahun 2011); 

19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Daerah; 
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EKO SUTRISNO WIBOWO 
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2015 NOMOR §"J 

Diundangkan di Wonosobo _ 
pada tanggal cJ :l l)p fl l .2.D / ':, 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, 

H.A. KHOLIQ ARIF 

BUPATI WONOSOBO 

0 

Ditetapkan di Wonosobo 
pada tanggal .2,/ llpnL b)/5' 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Wonosobo. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

BAB III 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal 3 


